BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Pelaksanaan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak
pidana kekerasan seksual pada anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang
pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berorientasi pada
kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui
pendampingan anak selama proses peradilan pidana anak serta pemberian
layanan sosial yang bertujuan memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.

Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksnakan perlindungan hukum
terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, menghadapi
beberapa kendala, antara lain: faktor teknis pelayanan, keterbatasan sarana
dan prasarana pendukung. Selain itu, kendala juga ditemukan pada aspek

koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak.

B. Saran

1.

Dinas Sosial perlu meningkatkan koordinasi antar Lembaga yang
mempunyai wewenang dalam menangani permasalahan anak pelaku tindak
pidana. Baik koordinasi secara vertikel dengan Pemerintah Pusat maupun
koordinasi secara horizontal dengan Lembaga lintas sektor di Kota Padang.
Pemerintah Kota Padang, dalam hal ini Dinas Sosial perlu memperkuat
sarana dan prasarana pendukung perlindungan anak, penyediaan psikolog

forensik anak, serta penambahan tenaga pekerja sosial profesional, guna
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menunjang proses pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan psikososial
anak secara optimal.

Media dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih baik
mengenai prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.
Sikap yang tidak menghakimi, pemberitaan yang ramah anak, serta
lingkungan sosial yang suportif akan membantu anak pelaku untuk pulih
secara psikologis dan sosial, sehingga proses reintegrasi anak ke dalam

masyarakat dapat berlangsung lebih baik tanpa
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